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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kualifikasi Tindak Pidana 

Korupsi di dalam Hokum Pajak Indonesia, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah: 

1. UU KUP mengatur Sanksi bagi Pejabat Pajak yang melakukan 

pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Sanksi bagi Pejabat 

Pajak diatur dalam Pasal 36A. Selain mengatur mengenai Sanksi Pidana 

bagi Pejabat Pajak, UU KUP juga mengatur Sanksi Pidana bagi Wajib 

Pajak. Jenis-jenis tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

sudah diatur sanksinya melalui UU KUP. Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) 

UU KUP. 

Dalam rumusan Pasal 39 UU KUP terdapat frasa “dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara”. Frasa “dapat merugikan pendapatan 

negara” seperti yang tercantum dalam pasal tersebut di atas jelas 

termasuk dalam kategori “dapat merugikan keuangan negara”. Sebab, 

berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara, pendapatan negara (yang bersumber dari penerimaan pajak, 

bukan pajak, dan hibah) merupakan bagian dari keuangan negara. Frasa 

“dapat merugikan keuangan negara” terdapat di dalam rumusan Pasal 2 

ayat (1) UU TIPIKOR. 

Unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yaitu setiap orang, 

memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara 

melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Memperhatikan adanya keterkaitan antara unsur 
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pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk 

menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak.125  

Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pejabat pajak telah diatur 

dalam Pasal 36A UU KUP. Namun dalam unsur-unsur dalam Pasal 36A 

terdapat kesamaan dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 3 UU 

TIPIKOR, yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum 

dalam penjatuhan sanksi kepada seorang pejabat pajak yang melakukan 

pelanggaran. Dalam penafsiran Pasal 3 UU Tipikor, ada unsur 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

Dilihat dari analisa Pasal 36A ayat (1) sampai ayat (4), dapat 

disimpulkan bahwa seorang pejabat pajak yang melakukan pelanggaran 

pajak sesuai dengan pasal 36A ayat (1), 36A ayat (2), 36A ayat (4) 

dimungkinkan untuk dipidana dengan Pasal 3 UU Tipikor. Tetapi, 

karena rumusan pasal 36A ayat (1) dan 36A ayat (2) memungkinkan 

peraturan perundang-undangan lainnya selain UU Tipikor maka perlu 

dilihat kembali unsur-unsur yang terpenuhi sebelum menggunakan UU 

Tipikor, karena masih ada perarutan lain yang sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pajak seperti misalnya sanksi 

kepegawaian seperti yang diatur di dalam UU Kepegawaian. 

2. Dalam penggunaan pasal Tipikor terhadap wajib pajak yang melakukan 

tindak pidana pajak maka digunakan Asas Systematische Specialiteit 

atau kekhususan yang sistematis. Dalam peenggunaan Asas Kekhususan 

yang Sistematis, perlu dilihat latar belakang pembentukan kedua 

undang-undang yang dianggap tumpang tindih tersebut dan juga dilihat 

                                                           
125Oce Madril, “Vonis Korupsi Untuk Pengemplang Pajak”, 

https://ocemadril.wordpress.com/2009/05/02/vonis-korupsi-untuk-pengemplang-pajak/, diakses 

pada tanggal 22 November 2017, dipublikasikan pada tanggal 2 Mei 2009. 

https://ocemadril.wordpress.com/2009/05/02/vonis-korupsi-untuk-pengemplang-pajak/
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rumusan pasal yang dianggap sama diantara kedua peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Latar belakang pembuatan UU Tipikor merupakan sebuah langkah dari 

pemerintah untuk melindungi Keuangan dan Perekonomian Negara dari 

tindakan-tindakan Koruptif. Sehingga dalam perumusan pasalnya pun 

dibuat seluas mungkin supaya bisa mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya sulit 

dibendung.Sedangkan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dibentuk sebagai suatu upaya 

pembaharuan terhadap sistem pemungutan pajak sebelum adanya UU 

KUP. 

Setelah melihat latar belakang pembentukan kedua Undang-undang, 

perlu dilihat juga rumusan pasal yang tumpang tindih diantara kedua 

Undang-undang tersebut. Pasal 39 UU KUP secara spesifik telah 

memiliki ketentuan dalam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

Wajib Pajak yang melakukan Tindak Pidana Pajak. Walaupun Pasal 39 

UU KUP dan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sama-sama memuat unsur 

dapat merugikan keuangan Negara, dalam kasus Perpajakan tentu harus 

digunakan Pasal 39 UU KUP sebagai dasar hukum, karena UU KUP 

merupakan Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang 

kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari penerimaan pajak.  

Setiap tindakan menghindari pembayaran pajak yang merupakan 

perbuatan pidana tidak bisa dianggap suatu perbuatan Koruptif. 

Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

melakukan tax evasion merupakan sebuah tindak pidana pajak yang 

harus dipidana dengan Pasal 39 UU KUP, bukan sebuah tindak pidana 

korupsi yang dipidana oleh Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, penulis 

dapat memberikan beberapa saran: 

1. Pihak pemerintah selaku pembentuk peraturan perundang-undangan 

agar dalam proses pembentukan suatu undang-undang tidak tumpang 

tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain supaya tidak 

terjadi ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyalahgunaan 

peraturan perundang-undangan dalam praktiknya.  

Selain pemerintah, Penulis juga menyarankan kepada Instansi Pendidikan 

Tinggi Hukum agar dalam pemberian materi terhadap calon pengemban ilmu 

hukum diberikan materi tentang penafsiran hukum yang lebih baik lagi, supaya 

tidak ada praktisi maupun akademisi yang salah dalam melakukan penafsiran 

terhadap pasal yang tumpang tindih satu sama lainnya.
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